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ABSTRAK

Putri, Dahliani. (20043076/2020). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan
Anggaran di Kota Padang (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Kota Padang).

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi untuk mengetahui
bagaimana regulasi keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh
terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kota Padang. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan data utama dikumpulkan dengan survei
melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada 52 SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Padang sebagai populasi penelitian ini.
Mengambil 3 responden pada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
hingga menjadikan sampel penelitian sebanyak 156 sampel. Penelitian ini
menggunakan Teori Stakeholder. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk
mengukur pengaruh variabel yang diteliti. Hasil pengujian hipotesis penelitian
menunjukkan bahwa variabel regulasi keuangan daerah dan sistem pengendalian
internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota
Padang. Dengan hasil signifikansi untuk variabel regulasi keuangan daerah sebesar
0,000 dan untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0.041
lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.

Kata Kunci : Regulasi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Pelaksanaan Anggaran, Penyerapan Anggaran
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan
urusan pemerintah berdasarkan prinsip otonomi, pemerintah daerah yang
berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah
(kepala daerah dan DPRD) memiliki kemandirian untuk menjalankan
pemerintahan mereka sendiri.

Penerapan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki
kemampuan untuk mengelola keuangan mereka sendiri dengan melalui sistem
yang terintegrasi yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) (Rahmawati & Ishak, 2020). Menurut Permendagri No.77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penerimaan
dan pengeluaran daerah harus dicatat dan diawasi dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), yang ditetapkan setiap tahun.

APBD yang berjalan dengan efektif dan efisien dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki
kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang jika didukung dengan
adanya penyerapan anggaran yang baik. Terserapnya anggaran dengan baik
maka akan dapat mewujudkan tujuan-tujuan dalam mensejahterakan masyarakat

daerah. (Sanjaya, 2018).



Penyerapan anggaran merupakan pencapaian dari alokasian anggaran dalam
suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu, yang dipandang
dari realisasi anggaran dalam bentuk kegiatan, proyek, atau pengeluaran (Halim,
2014). Dalam organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, pencairan atau
realisasi anggaran tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama
periode waktu tertentu.

Tercapainya realisasi kegiatan yang telah direncanakan merupakan cerminan
dari penyerapan anggaran yang baik. Serapan anggaran yang tinggi dapat
menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target kinerja.
Rendahnya penyerapan anggaran dianggap sebagai tanda kegagalan yang dapat
menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Erlina et al.,
2017). Tingkat penyerapan anggaran harus diperhatikan oleh pemerintah daerah
sebagaimana termasuk pada indikator kinerja keuangan mereka (BPKP, 2011).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2022
menunjukkan bahwa penyerapan anggaran termasuk sebagai aspek pengukuran
kualitas pelaksanaan anggaran yang mengevaluasi bagaimana anggaran
direalisasikan, termasuk efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi dalam
pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan urusan daerah dibantu oleh
unsur perangkat daerah yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

disampaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang mana dalam SKPD terdapat beberapa unit
yang masing-masing unit melaksanakan satu atau sejumlah program kerja.

Pemerintah dalam tugasnya yang dibantui oleh satuan kerja perangkat daerah
masih mendapati masalah dalam pengelolaan keuangan yang didasari karena
tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah. Komite Pemantauan Otonomi
Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa penyerapan anggaran daerah yang rendah
masih menjadi masalah umum dalam pengelolaan APBD yang terjadi secara
berulang setiap tahunnya.

Pola penyerapan anggaran pada pemerintah sering menunjukkan pola “year
end rush” yang mana proses penyerapan anggaran yang lambat terjadi pada awal
awal tahun dan menumpuk atau bertambah pesat di akhir tahun. Kebiasaan ini
dinyatakan tidak baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan
pemerintah daerah tidak efektif (Noviwijaya, 2013).

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020, efektif ditentukan dari pencapaian
hasil dari kegiatan atau program dengan target yang telah ditetapkan, yang mana
dilihat dengan membandingkan keluaran dengan hasilnya. Efektivitas dari
pemerintah daerah dikatakan apabila tujuan dari pemerintah daerah tersebut
telah tercapai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Meskipun pemerintah masih belum memiliki standar yang pasti dalam
menentukan kategori kurangnya penyerapan anggaran yang masuk. Beberapa
daerah memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh satuan

kerja yang menyatakan bahwa pemerintah akan tercatat mengalami keminiman



atau kurangnya serapan anggaran jika mereka tidak dapat memenuhi 90% dari
anggaran yang dialokasikan sampai akhir tahun (Alimuddin, 2018).

Dilansir dari antaranews.com, penyerapan anggaran yang buruk akan

berdampak negatif pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Contohnya
program pemerintah yang berkaitan dengan program pengurangan kemiskinan
masyarakat, yang apabila mengalami keterlambatan dan penumpukan
pembayaran di akhir tahun akan membuat manajemen kas pemerintah daerah
menjadi kurang baik dan menjadikan program ini tidak berjalan dengan baik.

Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami
tingkat penyerapan anggaran yang kurang optimal. Berikut Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di Kota Padang;

Tabel 1. 1 Anggaran Pagu, Realisasi Anggaran dan Presentasinya

No. Aggg;rllm Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. 2021 2.626,63 M 222227 M 84,61
2. 2022 2.642,66 M 2.249,63 M 85,13
3. 2023 2.569,85 M 2.310,51 M 89,91

Sumber : (Djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang
rendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 84,61%. Dan pada tahun 2022
mengalami kenaikan hingga sebesar 85,13%. Penyerapan anggaran yang
tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 89.91%.

Dilansir dari djpk.kemenkeu.go.id menyatakan target tingkat penyerapan

anggaran adalah 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan II, 60% pada

semester 1 (triwulan IIT) dan 90% pada semester 2 (triwulan IV).


https://antaranews.com/
https://djpk.kemenkeu.go.id/

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Padang pada Badan Pendapatan
Daerah tanggal 30 September tahun 2022 mendapati penyerapan anggaran
sebesar 42,32% pada triwulan III. Ini harus di tingkatkan karena persentase ini
terbilang rendah yang mana dalam tiga bulan lagi adalah akhir tahun. Dengan
masih adanya pajak yang belum tercapai yakni Pajak Penerangan Jalan sebesar
31,94% yang harus dicapai dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dengan realisasi Rp 63,1 M dengan capaian sebesar Rp 341 M.

Berdasarkan djpk.kemenkeu.go.id, data triwulan I tahun 2023 Kota Padang

14,23% yang terbilang kurang baik dengan capaian kurang dari target yang
ditentukan. Pada triwulan II dengan presentase 31,90%, triwulan III sebesar
51,10%, dan triwulan IV 70,94%. Dengan pada masing-masing triwulan masih
kurang dari target minimal penyerapan.

Meskipun dengan besarnya penerimaan pajak daerah yang ada di Kota
Padang, hal ini perlu adanya upaya yang maksimal dalam seluruh kegiatan dan
kepada seluruh perangkat daerah agar selalu bersama dan menjalin kerjasama
yang terukur dan terstruktur serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
pelaksanaan pembangunan daerah serta kesejahteraannya.

Pada simetris.padang.go.id juga terdapat capaian perjanjian kinerja yang telah

dilakukan oleh SKPD Kota Padang yang mana dari beberapa sasaran capaian
tersebut banyak yang mencapai target secara keseluruhan pada triwulan I'V. Yang
mana diartikan demi menyiasati pelaksanaan anggaran agar dapat terealisasi,

para satuan kerja melakukan percepatan realisasi anggaran meskipun


https://djpk.kemenkeu.go.id/
http://simetris.padang.go.id/

terlaksananya pada akhir tahun hanya untuk mencapai target dalam pelaksanaan
anggarannya.

Penyerapan anggaran rendah di awal tahun bisa disebabkan oleh anggaran
yang hanya diperuntukkan pada kegiatan operasional rutin seperti pembayaran
gaji pegawai, pembelanjaan barang dan jasa, dan pembelanjaan pemeliharaan.
Sedangkan, penyerapan anggaran yang melonjak pada triwulan keempat
disebabkan oleh pihak SKPD berusaha mempercepat realisasi anggaran terhadap
perintah-perintah yang telah diajukan oleh pemerintah daerah (Setiawan et al.,
2023).

Kurangnya pencapaian target penyerapan anggaran dapat menyebabkan
kehilangan manfaat belanja karena dana yang dialokasikan tidak dapat
digunakan sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga adanya dana yang
menganggur (idle money) yang menjadikan kurang efektifnya pelaksanaan
program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat (Setiawan et al.,
2023).

Sama halnya dengan penyerapan anggaran yang ditemukan oleh Susilawati
(2016) di Jawa Tengah, yang mana terjadi penumpukan penyerapan anggaran
pada triwulan IV. Beberapan penelitian yang dilakukan menemukan penyebab
dari rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah dikarenakan kurang
baiknya kualitas pelaksanaan penganggaran yang ada di pemerintah kota
tersebut (Sitaresmi & Wahyudi, 2022; Suardani et al., 2023; Susilawati et al.,

2016).



Tahapan dari pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dimulai dari APBD
yang disahkan melalui peraturan atau regulasi daerah. Regulasi berperan untuk
memberikan pedoman untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Regulasi atau peraturan keuangan adalah sistem yang dibuat untuk
mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas
pengendalian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahmawati
& Ishak, 2020).

Regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran pada
pemerintah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan
Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Regulasi keuangan daerah merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan
untuk mengatur proses pengelolaan keuangan di daerah. (Erliyani &
Sulastiningsih, 2023). Pada intinya regulasi merupakan alat untuk menciptakan
ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Namun semakin banyak
kebijakan yang ada dan berubah secara cepat menjadikan pelaksanaan anggaran
mengalami kendala dan dapat menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran
yang terjadi di instansi pemerintah.

Perubahan regulasi dapat mengganggu penyerapan anggaran jika tidak diikuti

dengan penyesuaian yang tepat. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan



anggaran dilihat dari bagaimana pemahamana dan kepatuhan setiap pegawai
daerah terhadap peraturan yang ada.

Apabila adanya regulasi yang jelas, maka dapat mempermudah proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga dapat
meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran (Ramadhani & Setiawan, 2019).
Dalam pembuatan atau penyajian laporan keuangan yang berkualitas akan lebih
mudah jika pelaksanaan dan peraturan pengelolaan keuangan daerah di setiap
SKPD lebih lengkap dan dapat diakses.

Juliani & Sholihin (2014) menemukan bahwa organisasi atau lembaga
pemerintah mencapai tingkat penyerapan anggaran yang baik dikarenakan
pegawai atau pengguna anggarannya memahami peraturan yang berlaku.
Dengan maksud regulasi yang tidak jelas dan berubah-ubah akan menjadi
hambatan untuk pengguna anggaran atau pegawai yang juga akan menyebabkan
keterlambatan pelaksanaan dan menghambat target penyerapan anggaran.

Dalam proses pelaksanaan penganggaran maupun program untuk mengetahui
apakah berjalan sesuai dengan yang telah diatur, maka perlu adanya sistem yang
dapat mengawasi semua kegiatan atau program yang dilakukan yakni melalui
sistem pengendalian internal pemerintah. Suatu sistem yang dinyatakan dapat
memengaruhi penyerapan anggaran dengan cara memastikan anggaran
digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai aturan (Kennedy et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dalam

pelaksanaan anggaran, menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah



yang menjadikan adanya pengendalian yang dapat meminimalkan hambatan
teknis, pelanggaran prosedur atau terjadinya pengelolaan anggaran yang tidak
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal pemerintah dilakukan untuk memastikan bahwa
tidak ada dana penumpukan pada akhir tahun dan dana untuk kepentingan
pribadi (Aldina, 2016). Yang mana pada dasarnya untuk memastikan bahwa
semua kegiatan yang dibiayai berjalan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan, sehingga risiko penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Sanjaya, 2018) yang
menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa,
yaitu dengan sumber daya manusia yang diduga memiliki dampak pada
penyerapan anggaran. Namun, analisis faktor pengadaan barang dan jasa, serta
pengaruh sumber daya manusia (SDM), memerlukan analisis kinerja yang
berbeda dari analisis faktor lainnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang
bagaimana pengaruhnya terhadap anggaran pemerintah.

Dengan begitu pemahaman hubungan dan dampak masing-masing faktor
yang dapat mempengaruhi pada penelitian ini sangat diharapkan memberikan
rekomendasi secara komprehensif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan
anggaran di Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan

Anggaran pada SKPD di Kota Padang”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan
anggaran yang ada di SKPD Kota Padang?

2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif
terhadap penyerapan anggaran yang ada di SKPD Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh regulasi keuangan daerah
terhadap penyerapan anggaran di SKPD Pemerintah Kota Padang.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal
pemerintah terhadap penyerapan anggaran di SKPD Pemerintah Kota
Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang
mengoptimalkan proses dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah
daerah. Yang bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai sumbang saran dalam
mencapai tingkatan penyerapan anggaran, serta bagi akademik untuk dapat
digunakan sebagai acuan atau bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan

kontribusi pengetahuan di bidang sektor publik khususnya upaya yang dapat

mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di Kota Padang.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini untuk melihat secara empiris pengaruh Regulasi
Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD
pemerintah di Kota Padang. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel regulasi keuangan
daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran di
Kota Padang.

2. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel sistem pengendalian
internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan
anggaran di Kota Padang.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat maupun kontribusi

secara keilmuan baik tataran teoritis maupun prkatis.

1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian mendukung beberapa hasil penelitian
sebelumnya terkait penyerapan anggaran. Hasil penelitian mendukung
teori stakeholder yang dengan mengutamakan kepentingan bersama
selaku pihak yang berkepentingan, apabila adanya dukungan dari
pemahaman pengguna anggaran terkait regulasi dan pengawasan
pelaksanaan anggaran pada sistem pengendalian internal maka dapat
meningkatkan penyerapan anggaran yang terjadi pada pemerintah daerah

Kota Padang.
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2. Pada tataran praktek, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh yang

signifikan terhadap regulasi keuangan daerah dan sistem pengendalian
internal pemerintah diharapkan dapat menjadi perhatian para pelaku
penganggaran di setiap instansi publik untuk mendukung tercapainya

pelaksanaan good coorporate governance.

C. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang diharapkan dapat

disempurnakan pada penelitian-penelitian mendatang. Dari penelitian yang

dilakukan beberapa keterbatasan penelitian yang mana sebagai berikut :

1.

Penelitian ini menggunakan variabel independen regulasi dan sistem
pengendalian yang diharapkan peneliti selanjutnya yang ingin
menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran mungkin bisa
memasukkan variabel tambahan seperti faktor perencanaan, sumber daya
manusia, waktu penetapan anggaran, dan pemilihan responden yang lebih
baik. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan kebijakan untuk daerah
yang lebih besar, seperti kabupaten atau kota di seluruh provinsi.

Penggunaan instrumen kuesioner yang terdiri atas pertanyaan tertutup
tidak memberikan ruang bagi responden untuk memberi pendapat di luar
pertanyaan yang telah diajukan sehingga peneliti dihadapkan pada
keterbatasan penjelasan atas hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti
selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui
penyebaran kuesioner/angket juga melakukan wawancara untuk

mendapatkan informasi yang lebih akurat.
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